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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2019
TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Menimbang

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI

DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu
mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat
(3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan
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Mengingat

Menetapkan

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL.

Pasal 1
(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
berasal dari:
a. Sekretariat Jenderal,
b. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi,
c. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
d. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan

Konservasi Energi;



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
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e. Badan Geologi;

f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

g. Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan

Sumber Daya Mineral.

Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sampai dengan huruf g sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Harga jual yang tercantum dalam lampiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
harga jual yang ditetapkan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengelolaan dan
pemanfaatan data bidang minyak dan gas bumi yang
dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan pihak
lain.

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

nilai yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b

meliputi:

a. jaminan pelaksanaan studi bersama atau evaluasi
bersama dalam hal badan usaha atau bentuk
usaha tetap selaku pelaksana penawaran
langsung wilayah kerja minyak dan gas bumi

yang tidak dapat menyelesaikan studi bersama
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(2)

(3)

(1)

atau evaluasi bersama sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. jaminan penawaran dalam hal pemenang lelang
wilayah kerja minyak dan gas bumi atau lelang
penawaran langsung wilayah kerja minyak dan
gas bumi mengundurkan diri atau tidak bersedia
menandatangani kontrak kerja sama sesuai
dengan  ketentuan = peraturan perundang-
undangan;

c. bonus tanda tangan (signature bonus) yang
menjadi kewajiban kontraktor minyak dan gas
bumi; dan

d. kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak
kerja sama (terminasi) yang belum memenuhi
komitmen pasti eksplorasi atau eksploitasi.

Besaran bonus tanda tangan (signature bonus)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

ditetapkan dalam kontrak kerja sama.

Besaran kewajiban finansial sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan jumlah

nilai komitmen pasti eksplorasi atau eksploitasi dalam
kontrak kerja sama yang belum dilaksanakan pada

saat kontrak kerja sama diterminasi.

Pasal 4

Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada

Direktorat = Jenderal Mineral dan Batubara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c

meliputi:

a. Lkompensasi data informasi Wilayah Izin Usaha
Pertambangan eksplorasi atau Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Khusus eksplorasi untuk mineral
logam dan batubara;

b. jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha
Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Khusus mineral logam dan

batubara dalam hal peserta lelang yang telah lolos



(2)

(3)
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prakualifikasi tidak memasukkan surat
penawaran harga atau peserta lelang yang
ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak
mengajukan permohonan izin usaha
pertambangan atau izin usaha pertambangan
khusus;

c. jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam,
batuan dan batubara dalam hal pemegang Izin
Usaha Pertambangan atau Izin Usaha
Pertambangan Khusus tidak melaksanakan
kegiatan eksplorasi; dan

d. bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih
dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus
operasi produksi untuk mineral logam dan
batubara.

Besaran kompensasi data informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar

hasil lelang yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin

Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha

Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara

dalam hal ©peserta lelang yang telah lolos

prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran
harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai
pemenang lelang tidak mengajukan permohonan izin
usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan

eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam,

batuan dan batubara dalam hal pemegang Izin Usaha

Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus

tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi sebagaimana



